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ABSTRAK 
 

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak 
ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta Pengadilan 
untuk dipisahkan. perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan 
terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilakukan untuk 
memperbaiki kehidupan dalam perkawinan dan tidak ada jalan lagi kecuali hanya 
dengan perceraian suami istri.  

Salah satu sebab putusnya perkawinan sesuai dengan pasal 113 Kompilasi 
Hukum Islam adalah perceraian. Dalam pasal tersebut disebukan bahwa putusnya 
perkawianan dikarenakan tigal hal, yaitu : kematian, perceraian dan atas putusan 
pengadilan.  

Berdasarkan data yang penyusun temukan di salinan putusan perkara 
No.0335/Pdt.G/2010/PA.Yk Pengadilan Agama Yogyakarta  salah satu alasan 
Perceraian yang diajukan pemohon adalah karena adanya perjanjian perkawinan. 
Termohon dan Pemohon pada awal pernikahan telah membuat surat perjanjian 
perkawinan pada tanggal 22 bulan Januari 2010 yang pada intinya Termohon dan 
Pemohon sepakat untuk hanya mencari status anak kandung dan sepakat untuk 
berpisah (cerai/talak) apabila dikemudian hari ada ketidakcocokan dalam 
kehidupan rumah tangga.  

Pokok masalah yang menarik untuk diteliti adalah Apakah perjanjian 
perkawinan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam perkara nomor 
0335/Pdt.G/2010/PA.Yk dapat dijadikan alasan perceraian ?, bagaimanakah dasar 
pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan cerai 
No.0335/Pdt.G/2010/PA.Yk. dan bagaimanakah pertimbangan hukum Islam 
terhadap  penetapan  No.0335/Pdt.G/2010/PA.Yk ? 

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (library 
research) yang bersifat deskriptif analitik. Dalam menganalisis permasalahan ini 
penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif, dan menggunakan cara 
berfikir induktif, yaitu dengan meneliti gambaran secara umum Putusan Majelis 
Hakim PA Yogyakarta mengenai permohonan cerai dan melakukan analisis. 
Analisis putusan dari permohonan tersebut dilakukan dengan pendekatan 
Normatif Yuridis, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan apakah sesuai 
dengan norma pada masyarakat berdasarkan hukum Islam dan perundang-
undangan yang ada. 

Kesimpulan yang penyusun dapatkan setelah melakukan penelitian adalah 
penyusun mendapatkan fakta bahwa perjanjian perkawinan dalam perkara 
perceraian ini bukan alasan utama yang dijadikan pertimbangan oleh majelis 
hakim, melainkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus 
antara suami dan istri. Putusan pengabulan perceraian oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam, atau tidak 
bertentangan dengan hukum Islam, karena dengan adanya putusan pengabulan 
perceraian tersebut, maka akan menimbulkan kemaslahatan dan dapat mencegah 
pertengkaran dan perselisihan yang lebih besar daripada menolaknya. 
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memahami agamanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke 

arah yang lebih baik dan benar dengan berpegang teguh pada syari’at Islam. 

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “  Terhadap Perjanjan Perkawinan 

Sebagai Sebab Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan 

No.0335/Pdt.G/2010/Pa.Yk).”. Penyusun menyadari, bahwa penulisan skripsi ini 

terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penyusun senantiasa 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 

januari 1988. 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif ……….. tidak dilambangkan أ

 bā' B Be ب

 tā' T Te ت

 sā' ṡ es titik atas ث

 jim J Je ج

 h}ā' ḥ ha titik di bawah ح

 khā' Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 Ŝal ś zet titik di atas ذ

 rā' R Er ر

 zai Z Zet ز

 sīn S Es س

 syīn Sy es dan ye ش

 sād ṣ es titik di bawah ص

 dād d} de titik di  bawah ض

 tā' t} te titik di bawah ط

 za' z} zet titik di bawah ظ



 

 

xii

 ayn …‘… koma terbalik (di atas)' ع

 gayn G Ge غ

 fā' F Ef ف

 qāf Q Qi ق

 kāf K Ka ك

 lām L El ل

 mīm M Em م

 nūn N En ن

 waw W We و

� ha' H Ha 

 hamzah …’… Apostrof ء

 yā Y Ye ي

Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis ‘iddah 3ّ�ة

Tā' Marbūtah  

1. Bila dimatikan, ditulis h 

V*ه Ditulis Hibah 
 

VXY� 
 

Ditulis Jizyah 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 
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Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 '<Ditulis kara>mah al-auliya  آ�اV0 اZو�$%ء

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t. 

Ditulis zakātul-fiṭri  زآ%ة ا�7\�  

Vokal Pendek 

 ِ

__َ__ 

__ً__ 

Kasrah 

fathah 

dammah 

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

I 

a 

u 

Vokal Panjang 

fathah + alif 

V$ه�%�   

fathah + alif maqşūr 

�'X   

kasrah + ya mati 

�$�0   

dammah + wawu mati 

   "�وض

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

ā 

yas'ā 

 

ī 

majīd 

ū 

furūd{ 

Vokal Rangkap 

fathah + yā mati 

5a6$
   

fathah + wau mati 

  !�ل

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai  

bainakum 

au 

qaul 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ikatan perkawinan merupakan salah satu pembentukan sebuah keluarga. 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga 

dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu 

atap dalam keadaan saling ketergantungan1. Keluarga adalah ibu dan bapak serta 

anak-anaknya, seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, batih, di 

samping juga diartikan dengan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam 

masyarakat.2  


 ان ا��� و���� �� ��  و��� ا���� ������ا ازوا�� ا�������� ان  ور! � ��دة 

 ٣ ����+ون �*�م )�' ذ�% $# 

Dalam ayat di atas Allah menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah 

satu tanda kebesaran Allah dan sekaligus merupakan karunia Allah yang wajib 

disyukuri dengan cara memelihara dan menjaga kelestarian, ketenangan dan 

keharmonisan serta berupaya memupuk dan menumbuhkembangkan cinta dan 

                                                           
1 http://id.wikipedia.org, akses 23 Januari 2012. 
 
2 Soewadi,Paduan Menuju Keluarga Sakinah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama 

Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DI Yogayakarta, 2011) ,hlm. 23. 
 
3 Ar-Rūm (30) : 21 
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kasih sayang dalam keluarga.4 Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”. 

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia (sakinah). 

Keluarga sakinah yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah mampu 

memenuhi hayat hidup sipritual dan material yang layak, mampu menciptakan 

suasana cinta dan kasih sayang (mawadah wa rahma) selaras, serasi dan 

seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan amal sholeh dan akhlak karimah dalam lingkungan keluarga sesuai 

dengan ajaran Islam. 

Pada saat atau sebelum diberlangsungkan perkawinan, para calon suami 

atau istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan 

sangat penting untuk melindungi dan memperjelas hak dan kewajiban kedua 

belah pihak, baik selama perkawinan berlangsung maupun akibat-akibat hukum 

setelah perkawinan putus karena perceraian atau kematian. Dengan adanya 

perjanjian perkawinan akan menjamin hak dan kewajiban suami istri. 

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon 

mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-

masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu yang 
                                                           

4 Soewadi., Paduan Menuju Keluarga Sakinah, hlm. 3. 
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disahkan oleh pencatat nikah, perjanjian nikah tersebut mempunyai syarat dan 

hukum.5 Muatan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena 

perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam (Al-qur’an) hukumnya batal.6  

Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pertimbangan pengadilan agama 

sebagai putusan perceraian.. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. 

Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka 

bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan 

tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh 

selama pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak) dan bagaimana 

mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka.7 

Dalam Pasal 39 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak, sedangkan Pasal 40 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974  memuat 

ketentuan bahwa gugatan perceraian diajukan ke pengadilan. Dimaksud dengan 

pengadilan di sini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam 

dan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) bagi mereka selain yang beragama 

                                                           
5 http://www.kosmaext2010.com, akses 11 April 2012 

 
6 Pasal 11 Peraturan  Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 
 
7 http://id.wikipedia.org, akses 31 Maret 2012 
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Islam sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 63 ayat 1 dan 2 UU No 1 Tahun 

1974.8  

Pengadilan akan memberikan putusan perceraian jika alasan-alasan 

perceraian tersebut sah menurut undang-undang yang disebutkan dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo penjelasan Pasal 39 Undang-

undang No 1 tahun 1974 dan juga disebutkan dalam Komplasi Hukum Islam 

diatur dalam Pasal 116. 

Sebagaimana alasan-alasan perceraian yang terdapat pada hukum positif 

di Indonesia, Pengadilan Agama Yogyakarta pernah menerima dan memeriksa 

perkara perceraian cerai talak yang dengan alasan perjanjian perkawinan yaitu 

perkara No.0335/Pdt.G/2010/PA.Yk.  

Perceraian yang disebabkan perjanjian perkawinan yang terjadi di 

Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam hal ini suami sebagai Pemohon dalam 

perkara tersebut, mengemukakan bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon 

dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dan Termohon sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena adanya 

perjanjian perkawinan. Termohon dan Pemohon pada awal pernikahan telah 

membuat surat perjanjian perkawinan pada tanggal 22 bulan Januari 2010 yang 

pada intinya Termohon dan Pemohon sepakat untuk hanya mencari status anak 

                                                           
8 M Djamil Latif., Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia,cet. ke-1 (Jakarta Timur : Ghalia 

Indonesia, 1982), hlm. 108. 



 

 

5 

kandung dan sepakat untuk berpisah (cerai/talak) apabila di kemudian hari ada 

ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga.  

Perkara perceraian karena perjanjian perkawinan tersebut merupakan 

persoalan yang menarik untuk diteliti dan dikaji, karena perjanjian perkawian 

bukan salah satu dari alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974, PP No 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan 

dalam perkara ini tidak sesuai dengan pasal 29 Undang-undang No 1 Tahun 1974 

dan pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan dalam perkara ini sama 

halnya dengan kawin kontrak atau kawin mut’ah (kawin dalam jangka waktu 

tertentu dibatasi menuruti janji). Dalam Syariat Islam ini tidak dinamakan 

“perkawinan”, sebab tidak memenuhi syarat kesucian niat, maksud mencari 

pasangan, tujuan mendapatkan anak, manfaat timbal balik atau resiprositeit, cinta 

yang menjadi dasar pengorbanan, menghormati manusia sesama makhluk yang 

termulia yang berbudi pekerti dan jiwa yang tinggi.9 Perkawinan ini merupakan 

kategori perkawinan di bawah umur karena  pemohon saat melakukan 

perkawinan belum mencapai batas minimal umur untuk menikah sesuai Pasal 7 

Undang-undang No 1 Tahun 1974.    

Berangkat dari fenomena itulah, bagaimana perkara tersebut dapat 

diputuskan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan dasar hukum dan 

pertimbangan hukum apa dan bagaimana tinjauan hukum Islam serta faktor-

                                                           
9 Fuad Mohd Fachrudin.,  Kawin Mut’ah Dalam Pandangan Islam,(Jakarta : Pedoman Ilmu 

Jaya, 1992), hlm. 72. 
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faktor apa saja yang melatarbelakanginya. Atas dasar itulah peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian ini yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi 

dengan judul “Tinjuan Hukum Islam terhadap Perjanjan Perkawinan sebagai 

Sebab Alasan perceraian” (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta No.0335/Pt.G/2010/PA.Yk). 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, 

maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, 

yaitu : 

1. Apakah perjanjian perkawinan sebagaimana dikemukakan Pemohon 

dalam perkara nomor 0335/Pdt.G/2010/PA.Yk dapat dijadikan alasan 

perceraian ?  

2. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perceraian perkara nomor 0335/Pdt.G/2010/PA.Yk ? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dan 

putusan perkara perceraian nomor 0335/Pdt.G/2010/PA.Yk ?   

 

 

 

 

 



 

 

7 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penyusun adalah : 

1. Untuk menjelaskan perjanjian perkawinan dijadikan alasan perceraian 

dalam perkara nomor 0335/Pdt.G/2010/PA.Yk di Pengadilan Agama 

Yogyakarta.   

2. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim atas perceraian 

putusan dalam perkara nomor 0335/Pdt.G/2010/PA.Yk di Pengadilan 

Agama Yogyakarta. 

3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum 

dan putusan hakim dalam perkara perceraian nomor 

0335/Pdt.G/2010/PA.Yk. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

referensi ilmu pengetahuan, khususnya perceraian. 

2. Menambah pengetahuan dan wawasan ilmu di bidang perceraian bagi 

pribadi muslim dan masyarakat luas sehingga mampu menumbuhkan 

keilmuan pengetahuan tentang perceraian khususnya perjanjian 

perkawinan sebagai sebab alasan perceraian. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan AgamaYogyakarta dalam 

memutuskan perkara-perkara perceraian dan khususnya dalam hal ini 

perceraian dengan alasan perjanjian perkawinan. 
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D. Telaah Pustaka 

Setelah penyusun melakukan telaah pustaka, dari hasil telah pustaka 

tersebut ada beberapa literatur karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi 

yang mempunyai korelasi dengan topik ini. Antara lain yaitu : 

Pertama, skripsi yang berjudul “Perjanjian Perkawinan (Studi Komparatif 

Antara UU No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam)” oleh 

Ishanuddin.10 Skripsi ini mengkaji tentang persamaan dan perbedaan perjanjian 

perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

Kedua, skripsi yang berjudul “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem 

Perundang-undangan di Indonesia (studi Terhadap Pasal 29 Undang-undang No 

1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)” oleh Surya Mulyani.11 

Skripsi ini mengkaji tentang perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di 

Indonesia Pasal 29 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi 

Hukum Islam. 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Urgensi Perjanjian Perkawinan Atas Harta 

Gono Gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 

                                                           
10 Ishanuddin, “Perjanjian Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No 1 Tahun 1974 

dengan Kompilasi Hukum Islam),” skri psi, Fakultas  Syariah Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga, 2005. 
    

11 Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia 
(studi Terhadap Pasal 29 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum 
Islam),” skripsi, Fakultas  Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.  
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Yogyakarta” oleh Hena Relawati.12 Skripsi ini mengkaji tentang urgensi Urgensi 

Perjanjian Perkawinan Atas Harta Gono Gini Menurut Pandangan Dosen 

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Keempat, skripsi yang berjudul “Pengingkaran Perjanjian Perkawinan 

Sebagai Alasan Perceraian” oleh M Faiz Fanani.13 Skripsi ini mengkaji tentang 

pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan bisa dijadikan dasar atau alasan 

perceraian antara suami istri. 

Secara umum beberapa penelitian tersebut mempunyai korelasi topik 

yang sama, akan tetapi topik yang penyusun bahas belum dibahas. Oleh karena 

itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar hukum yang menjadi 

pertimbangan hakim atas perceraian putusan perkara nomor 

0335/Pdt.G/2010/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta 

    

E. Kerangka Teoritik 

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal 

abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana diatur dalam 

Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dapat putus karena kematian, 

                                                           
12 Hena Relawati, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Atas Harta Gono Gini Menurut Pandangan 

Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” skripsi,  Fakultas  Syariah Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.   

 
13 M Faiz Fanani, “Pengingkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian,” skripsi, 

Fakultas  Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006. 
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perceraian dan atas keputusan pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.14 

Pernikahan atau perkawinan yaitu aqad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta bertolong tolongan antara seorang laki-laki 

dan perempuan, yang antara keduanya bukan mahram.15 Sebagaimana yang 

terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut : 

�� ��ن  ور�� و��� ���� ا���ء �� �� ��ب 	���ا�� ���� ��١٦ا$�ة ا"! ��ا 

Perceraian sebagai alasan putusnya hubungan perkawinan antara suami 

istri. Perceraian (talak) adalah sesuatu yang dihalalkan tetapi tidak disukai 

Tuhan. 

 ١٧ق ا.* ا- ,�� ل أ�* أ�)'

Berdasarkan hadis tersebut menunjukan bahwa perceraian merupakan 

alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan 

perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan 

kelanjutanya. 

                                                           
14 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, cet. ke-2 (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 

116. 
 

15 Dep. Agama RI, Korps Penasihat Perkawinan Dan Keluarga Sakinah (Jakarta: Dep. 
Agama RI, 2004), hlm. 147. 

 
16 An-Nisā (4) : 3 

 
17 Abū Dāwud, Sunan Abi Dāwud (Beirūt: Dār al-Fikr,,t.t), II: 225, hadis No. 278, “Bab at-

talaq,” Bab fi karahiyyah at-Tlaq”, diriwayatkan Ibn Umar. 
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Untuk mencegah terjadinya perceraian, dianjurkan keluarga turun tangan, 

yakni dengan mengirim tenaga mediasi (hakam)18 

�� وإن�� ا>*$�  :;:�ا ان  اه��5 ��  و$��4  اه�8 �� $��4 ��7 ��ا  ��45�6  �23ق 

�?6;ا ,��46  آ�ن  ا- ان ��45�6  ا- :��=  ١٩ 

Putusnya hubungan perkawinan telah diatur dalam pasal 38 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974, yang menetapkan bahwa Perkawinan dapat diputus 

karena: 

1. Kematian 

2. Perceraian 

3. Atas Putusan Pengadilan. 

Menurut ketentuan pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.20 

Bahwa perceraian dapat dilakukan apabila adanya alasan yang cukup kuat 

untuk dijadikan dasar perceraian. Alasan – alasan yang dijadikan dasar 

perceraian diatur dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerntah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu 

                                                           
18 Dep. Agama RI, Pedoman Konseling Perkawinan (Jakarta: Dep. Agama RI, 2004), hlm. 

144. 
 
19 An-Nisā(4) : 35 

 
20 Sudarsono., Hukum Perkawinan Nasional, cet. ke-2 (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 

116. 
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1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yangsah atau karena hal lain diluar 
kemampuannya. 

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukum yang lebih 
berat setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiyaan yang sangat 
berat yang membahayakan pihak yang lain. 

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan amau penyakit dengan akbat 
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. 

6. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  

 

Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dalam 

Pasal 116 ditambah 2 ayat yaitu : 

1. Karena melanggar takliq-talaq 

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, bahwa perjanjian perkawinan sebagai 

alasan perceraian tidak termasuk dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Di 

sisi lain jika perceraian itu tidak dilangsungkan maka akan menimbulkan 

penderitaan pada masing-masing pihak. 

Terkait hal tersebut para hakim menetapkan hukum dengan maslahat 

selama ada argumen yang logis dan sesuai aturan Undang-undang dan hukum 

islam. Maslahat merupakan sesuatu hal yang penting untuk dipertimbangkan 

dalam penetapan hukum.  
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4��B� درءD�E F ,�� �2�م ا�G4  ٢١ا

Dalam memeriksa perkara, Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu 

dan menelaah secara seksama terhadap bukti yang djadikan sebagai bahan 

gugatan, sehingga hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab 

dalam memutuskan perkara Hakim tidak cukup berbekal persangkaan saja. Hal 

ini agar terdapat suatu kepastian dan kebenaran terhadap bukti yang dijadikan 

bahan gugatan.  

�626��٢٢I:" JKال ا 

Sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihilangkan dengan adanya sesuatu  

keraguan” Jadi maksud qaidah ini ialah: Apabila seseorang telah meyakini suatu 

perkara, maka yang telah yakin ini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. 

Berdasarkan qaidah ini, manakala seseorang menjumpai suatu keraguan 

mengenai hukum suatu perkara, maka diperlakukan hukum yang telah ada atau 

yang ditetapkan pada masa yang telah lewat, sampai ada hukum lain yang 

merubahnya, karena apa yang telah ada lebih dapat diyakini. 

Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti ini hakim meletakkan 

dasar putusan dan juga dapat mengantisipasi gugatan-gugatan yang tidak 

berdasarkan pada suatu yang tidak realistis.  

                                                           
21 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaid al-Fiqhiyyah), cet.ke-1, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976), hlm.212. 
 

22 Ibid., hlm.140. 
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Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon 

mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-

masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu yang 

disahkan oleh pencatat nikah, perjanjian nikah tersebut mempunyai syarat dan 

hukum.23 Muatan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena 

perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam (Al-qur’an) hukumnya batal.24  

Perjanjian dalam perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yakni sebagai berikut : 

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak  
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga 
terhadap pihak ketiga tersangkut. 

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 
hukum, agama dan kesusilaan. 

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan 
perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 
 
Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal 

ini tidak termasuk taklik talak. Namun Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama 

nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan bahwa : 

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak 

bertentangan dengan Islam. 

                                                           
23 http://www.kosmaext2010.com, akses 11 April 2012 

 
24 Pasal 11 Peraturan  Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 



 

 

15

2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu 

diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah 

dilangsungkan. 

3. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. 

Isi Pasal 11 tersebut dirinci oleh Pasal 45 sampai Pasal 52 KHI, yaitu 

kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjan perkawinan dalam bentuk 

taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. 

Perjanjian perkawinan dan taklik talak dapat dijadikan pertimbangan 

pengadilan agama sebagai putusan perceraian. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) menetapkan, bahwa jika perjanjian perkawinan atau Taklik Talak 

dilanggar, maka berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai 

alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (library research), sehingga tehnik 

yang digunakan yaitu dengan menulusuri literatur atau sumber-sumber data yang 

diperoleh, baik dari buku-buku maupun kitab-kitab yang sesuai dengan judul 

skripsi. Penelitian pustaka (library research) yaitu suatu penelitian dengan cara 

menuliskan, mengedit mengklasifikasikan dari data yang diperoleh dari sumber 



 

 

16

tertulis.25 Penyusun mencari data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan 

mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan 

Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0335/Pdt.G/2010/PA.Yk di Pengadilan 

Agama Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptik analitik. Penelitian deskriptif 

melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yaitu menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami 

dan disimpulkan.26 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi 

adalah Dokumentasi (documentation) Teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen,27berkas perkara yang berupa pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara perceraian Nomor 0335/Pdt.G/2010/PA.Yk di Pengadilan Agama 

Yogyakarta.  

 

                                                           
25

 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43. 

 
26 Saifudin Anwar ., Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)., hlm.6.  

 
27 Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Bumi Aksara, 

1996), hlm. 73. 
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4. Pendekatan 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini  adalah yuridis 

normatif yaitu  pendekatan yang didasarkan pada norma hukum Islam dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada 

persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks Al-Qur’ān dan 

Hadis, kaidah fiqh serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan 

perjanjian perkawinan dan perceraian. 

b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan 

berdasarkan pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Indonesia yang berlaku di Indonesia yang mengatur 

masalah perjanjian perkawinan dan perceraian. 

5. Analisis data. 

Analisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari 

salinan putusan perkara Nomor 0335/Pdt.G/2010/PA.Yk. Serta data-data yang 

berwujud dokumen secara deskriptif dan menganalisa data tersebut secara 

kualitatif dengan menjabarkan, menginterpretasikan dan menggambarkan data 

yang diperoleh dari penelitian. 

Dalam mengambil kesimpulan Penyusun menggunakan metode induktif, 

yaitu analisis yang berangkat dari data-data yang diperoleh dari salinan putusan 

perkara Nomor 0335/Pdt.G/2010/PA.Yk kemudian menarik sebuah kesimpulan 

umum.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam menguraikan penelitian ini penyusun membagi ke dalam lima bab yang 

tersusun secara sitematis yaitu sebagai berikut : 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengutarakan pembahasan secara 

menyeluruh dan sistemais serta menjadi pijakan pikiran yang kokoh dalam mencari 

jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari enam sub bab yaitu: latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum perceraian dan perjanjian 

perkawinan yang berisi tentang: pengertian perceraian, sumber dasar hukum 

perceraian, alasan-alasan perceraian, bentuk perceraian, rukun dan syarat perceraian. 

Dan bahasan perjanjian perkawinan tentang pengertian perjanjian perkawinan dan 

hukum perjanjian perkawinan. 

Bab ketiga, merupakan deskripsi Perkara Nomor 0335/Pdt.G/2010/PA.Yk  

serta menjelaskan  pertimbangan putusan majelis hakim dalam menangani perkara No 

0335/Pdt.G/2010/PA.Yk. 

Bab keempat, analisis terhadap dasar hukum pertimbangan majelis hakim 

dalam putusan No 0335/Pdt.G/2010/PA.Yk. 

Bab kelima, merupakan bab penutup dan terakhir yang meliputi kesimpulan 

dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula 

dengan berbagai lampiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang  dilakukan, penyusun memperoleh kesimpulan yaitu: 

1. Perjanjian perkawinan dalam perkara perceraian ini bukan alasan utama yang 

dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim, melainkan terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Bahwa antara suami istri 

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, saksi-saksi dan bukti cukup 

menunjukan bahwa permohonan pemohon untuk cerai di kabulkan oleh majelis 

Hakim. Putusan perkawinan ini sesuai dengan Pasal 38 undang – undang No 1 

Tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian 

dan atas putusan pengadilan. 

2. Dari perkara perceraian ini menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa 

permohonan pemohon mengajukan perceraian dikarenakan terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon, bukan perjanjian 

perkawinan. Alasan perceraian perkara ini sesuai dengan Pasal 116 huruf f yang 

berbunyi: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
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pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

Pertimbangan Hakim ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah yaitu: 

 درءا���������م �	� 
	� ا������

3. Terhadap penetapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta, maka putusan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, atau tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, karena dengan adanya putusan pengabulan 

perceraian tersebut, maka akan menimbulkan kemaslahatan dan dapat mencegah 

pertengkaran dan perselisihan yang lebih besar daripada menolaknya. Karena 

Hukum Islam selalu mengutamakan kemaslahatan hidup umat manusia. 

 

B. Saran – saran 

1. Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh 

suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan 

keutuhannya dan kelanjutanya. Peceraian ini secara tidak langsung merupakan 

dampak dari hamil d luar nikah dan umur yang belum cukup untuk melangsungkan 

pernikahan sesuai dengan Undang- undang No 1 tahun 1974. Mediasi sangat 

diperlukan dalam mencegah terjadinya perceraian, penyelesaian secara 

kekeluargaan dan tidak adanya saling berselisih merupakan cara mencegah 

perceraian. Harus adanya niatan untuk berdamai dan membicarakan persoalan di 

dalam hidup berumah tangga bersama-sama. 
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2. Terkait dengan Pengadilan Agama yang memang otoritas untuk memberikan 

putusan perceraian bagi suami istri di Indonesia diharapkan memberikan kondisi 

atau realita yang sebenarnya ada di dalam persidangan sebuah perkara ke dalam 

lembaran putusan, walaupun kondisi yang ada itu merupakan sebuah aib karena 

juga nantinya ketika putusan itu dipublikasikan ke masyarakat melalui web 

Pengadilan Agama, identitas para pihak atau masyarakat yang membaca putusan 

Majelis Hakim mengerti apa-apa sebenaarnya yang menjadi pokok masalah dalam 

perkara itu dan bisa memahami dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam 

memberikan sebuah putusan yang didasarkan pada realita yang ada. 
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DAFTAR TERJEMAHAN 

No. Hlm. Fn. Terjemahan  

BAB I 

1 1 3 
 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir 

2 10 16 Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, 
tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja 

3 10 17 Perbuatan halal yang paling dibenci Allah 
4 11 19 Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal. 

BAB II 

5 20 1 Perbuatan halal yang paling dibenci Allah 
6 25 9 Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh 

empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada 
istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

7 29 14 Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang 
baik. 

8 31 18 Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh 
empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada 
istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, 
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 

9 32 20 Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu 
yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum 
kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka 
kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh 



II 

 

orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan 
kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau 
memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup 
melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga 
hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila 
kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. 
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya 
agar kamu bersyukur (kepada-Nya). 

10 34 24 Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, 
(menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri 
mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah 
wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka 
sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar 
dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha 
Pengampun. 

11 35 27 Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang 
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya 
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 
Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk 
menebus dirinya. 

12 40 35 Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, 
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara 
mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil 
kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan 
mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan 
dengan (menanggung) dosa yang nyata? [4.21] Bagaimana kamu 
akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan 
mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang 
kuat. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 
sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil 
dari kamu perjanjian yang kuat. 

13 40 36 Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan 
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu 
menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu 



III 

 

secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak 
acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 

14 41 37 Syarat-syarat yang lebih utama dipenuhi ialah syarat –syarat 
untuk menghalalkan suami istri. 

BAB IV  

15 65 2 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 
16 66 3 

 
Perbuatan halal yang paling dibenci Allah 
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BIOGRAFI ULAMA 

As-Sayyid Sabbiq 

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami Husna Ali Azeb pada tahun 1915, 
merupakan ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang 
dakwah dan dan Fiqh Islam, sesuai dengan traisi Islam di Mesir saat itu, Sayyid sabiq 
menerima pendidikan pertama di Kuttab, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan 
menyelesaikan tingkat ibtidaiyyah hingga tingkat kejuruan ( thakhasus ) dengan 
memperolah as-Syahadah al Alimiyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu ) yang bisa 
disamakan dengan setingkat doktor. Diantara karya monumentalnya adalah Fiqh as-Sunnah 
( fiqih berdasrkan sunnah Nabi). 

Abdur Rahman al-Jaziri 

Nama lengkap beliau ialah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa’ad Az-Zar’i Ad-
Dimasyqi Abu Abdillah Syamsuddin Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.Tanggal Lahir beliau: 7 
Shafar 671 Hijriah di lahirkan di Desa Zar’i, salah satu desa di wilayah Hauran serta 
Domisili beliau di Damaskus. 
Guru-guru beliau: Al-Imam Asy-Syihab An-Nablisi, Al-Qadhi Taqiyuddin bin Sulaiman, 
Abu Bakar bin Abdurrahman dan yang paling populer ialah Syaikhul Islam Ibnul 
Taimiyyah Rahimahullah Ta’ala. 
Karangan-karangan Kitab/Buku beliau yang paling popular ialah: Zaadul Ma’ad, Ash-
Shawaaiq Al-Mursalah, I’laamul Muwaqqi’in, Madaarijus Salikin, Al-Wabil Ash-Shayyib 
dan masih banyak lagi karya beliau yang lainnya. 
 

Imam Ahmad 

Nama: A Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin 
Hayyan bin Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaiban bin Dzuhl bin 
Tsa’labah bin Uqbah bin Sha’ab bin Ali bin Bakar bin Wail. Nasab beliau: Bapak dan ibu 
beliau adalah orang arab, keduanya anak Syaiban bin Dzuhl bin Tsa’labah, seorang arab 
asli. Bahkan nasab beliau bertemu dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di Nazar. 
Imam Ahmad dilahirkan di kota Baghdad. Ada yang berpendapat bahwa di Marwa, 
kemudian di bawa ke Baghdad ketika beliau masih dalam penyusuan. Hari lahir beliau pada 
tanggal dua puluh Rabi’ul awwal tahun 164 hijriah. Beliau mendapatkan pendidikannya 
yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Bagdad telah menjadi pusat peradaban dunia 
Islam, yang penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para qari’, ahli 
hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya. 
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Imam Abu Daud 

Nama lengkap Abu Dawud ialah Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishak bin Basyir bin Syidad 
bin Amar al-Azdi as-Sijistani.Beliau adalah Imam dan tokoh ahli hadits, serta pengarang 
kitab sunan. Beliau dilahirkan tahun 202 H. di Sijistan. 
Sejak kecil Abu Dawud sangat mencintai ilmu dan sudah bergaul dengan para ulama untuk 
menimba ilmunya. Sebelum dewasa, dia sudah mempersiapkan diri untuk melanglang ke 
berbagai negeri. Dia belajar hadits dari para ulama yang ditemuinya di Hijaz, Syam, Mesir, 
Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri lainnya. Pengemba-raannya ke beberapa negeri 
itu menunjang dia untuk mendapatkan hadits sebanyak-banyaknya. Kemudian hadits itu 
disaring, lalu ditulis pada kitab Sunan. Abu Dawud sudah berulang kali mengunjungi 
Bagdad. Di kota itu, dia me-ngajar hadits dan fiqih dengan menggunakan kitab sunan 
sebagai buku pe-gangan. Kitab sunan itu ditunjukkan kepada ulama hadits terkemuka, 
Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kitab itu sangat bagus. 
 
Ibnu Majah 
 
Nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i al-Qazwini 
dari desa Qazwin, Iran. Lahir tahun 209 dan wafat tahun 273. Beliau adalah muhaddits 
ulung, mufassir dan seorang alim. Beliau memiliki beberapa karya diantaranya adalah 
Kitabus Sunan, Tafsir dan Tarikh Ibnu Majah. Ia melakukan perjalanan ke berbagai kota 
untuk menulis hadits, anatara lain Ray, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir dan Hijaz.  
Ia menerima hadit dari guru gurunya antara lain Ibn Syaibah, Sahabatnya Malik dan al-
Laits. Abu Ya’la berkata,” Ibnu Majah seorang ahli ilmu hadits dan mempunyai banyak 
kitab”. Beliau menyusun kitabnya dengan sistematika fikih, yang tersusun atas 32 kitab dan 
1500 bab dan jumlah haditsnya sekitar 4.000 hadits. Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi 
menghitung ada sebanyak 4241 hadits di dalamnya. Sunan Ibnu Majah ini berisikan hadits 
yang shahih, hasan, dhaif bahkan maudhu’. Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi mengkritik ada 
hampir 30 hadits maudhu di dalam Sunan Ibnu Majah walaupun disanggah oleh as-Suyuthi.  
Ibnu Katsir berkata,” Ibnu Majah pengarang kitab Sunan, susunannya itu menunjukan 
keluasan ilmunya dalam bidang Usul dan furu’, kitabnya mengandung 30 Kitab; 150 bab, 
4.000 hadits, semuanya baik kecuali sedikit saja”. Al-Imam al-Bushiri (w. 840) menulis 
ziadah (tambahan) hadits di dalam Sunan Abu Dawud yang tidak terdapat di dalam kitabul 
khomsah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa’i dan Sunan 
Tirmidzi) sebanyak 1552 hadits di dalam kitabnya Misbah az-Zujajah fi Zawaid Ibni Majah 
serta menunjukkan derajat shahih, hasan, dhaif maupun maudhu’. Oleh karena itu, 
penelitian terhadap hadits-hadits di dalamnya amatlah urgen dan penting. Ia wafat pada 
tahun 273 H 
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Imam Baihaqi 
 
Imam Baihaqi (Khasrujard, 994/384 H - Naysabur, 1066/458 H), atau lengkapnya 
Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi adalah seorang ulama ahli 
fiqh, ushul fiqh, hadist, dan salah seorang tokoh utama dalam mazhab Syafi'i. 
Asy-Syafi’i 

Abdullah bin Umar  

Abdullah bin Umar bin Khattab atau sering disebut Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar saja 
(lahir 612 - wafat 693/696 atau 72/73 H) adalah seorang sahabat Nabi dan merupakan 
periwayat hadits yang terkenal. Ia adalah anak dari Umar bin Khattab, salah seorang 
sahabat utama Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin yang kedua.Ibnu Umar masuk 
Islam bersama ayahnya saat ia masih kecil, dan ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya. 
Pada usia 13 tahun ia ingin menyertai ayahnya dalam Perang Badar, namun Rasulullah 
menolaknya. Perang pertama yang diikutinya adalah Perang Khandaq. Ia ikut berperang 
bersama Ja'far bin Abu Thalib dalam Perang Mu'tah, dan turut pula dalam pembebasan kota 
Makkah (Fathu Makkah). Setelah Nabi Muhammad meninggal, ia ikut dalam Perang 
Yarmuk dan dalam penaklukan Mesir serta daerah lainnya di Afrika.Khalifah Utsman bin 
Affan pernah menawari Ibnu Umar untuk menjabat sebagai hakim, tapi ia tidak mau 
menerimanya. Setelah Utsman terbunuh, sebagian kaum muslimin pernah berupaya 
membai'atnya menjadi khalifah, tapi ia juga menolaknya. Ia tidak ikut campur dalam 
pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia cenderung 
menjauhi dunia politik, meskipun ia sempat terlibat konflik dengan Abdullah bin Zubair 
yang pada saat itu telah menjadi penguasa Makkah. 
 

Asy-Syafi’i 

Muhammad ibn Idris Asy-Syafi’i Al-Quraish, lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia 
kecilnya belia telah hafal al-Quran dan mempelajari Hadist dari Ulama hadist di Makkah. 
Pada usia yang 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, 
kemudian dilanjutkan belajar fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya 
tulis beliau diantaranya adalah: kitab al- Um, Amali Kubra, Kitab Risalah, Ushul al-Fiqh 
dan memperkenalkan Kaul Jadid sebagai mazhab baru Imam asy-Syafi’i dikenal sebagai 
orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut. 
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Al mahalli 

Nama beliau ini Jalaluddin al Mahalli, dilahirkan di Kairo di Mahalla al Kubra pada tahun 
769H. dan meninggal tahun 835H. Al Mahalli inilah pengarang kitab Al Mahalli yarg 
mensyarah ki’tab Minhajut Thalibin, karangan lmam Nawawi. 
Kitab al Mahalli ini dipakai di seluruh sekolah agama kelas tinggi di seluruh Indonesia dan 
boleh dikatakan sekalian ulama Syafi i di Indonesia mempelajari dan memakai kitab ini. 
Imam Jalaluddin al Mahalli pengarang sebahagian dari Talsir- Jalalein, karena tafsir itu 
dikarang berdua dengan Jalaluddin an Sayuti, sehingga tafsir ini diberi nama “Jalalein” 
yang berarti dua orang Jalaluddin. Tafsir Jalalein ini dipakai pula hampir di seluruh sekolah 
agama di Indonesia. 
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